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Ahmad Sahal Alamsyah, 202110050311079. Penguatan Peran Badan Legislasi
DPR RI dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dosen Pembimbing
Muhammad Kamil, S.IP., MA.

ABSTRAK

Badan Legislasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses
penyusunan Undang-Undang, salah satunya adalah UU TPKS. Penyusunan UU
TPKS memiliki proses yang panjang dan sulit, penuh dengan kontroversi, dan
memerlukan 10 tahun untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Pada
kenyataannya, pengesahan UU TPKS sangat penting untuk pemerintah dalam
menanggapi tuntutan masyarakat akan banyaknya kasus kekerasan seksual yang
terjadi di masyarakat. Badan Legislasi dalam fungsinya adalah sebagai lembaga
yang merencanakan dan memulai pembentukan Undang-Undang. Maka itu, penting
untuk dapat melihat penguatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam proses
penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini
menggunakan metode desktiptif kualitatif untuk mendalami peran Badan Legislasi
DPR RI dalam proses penyusunan UU TPKS. Adapun hasil penelitian menunjukan
bahwasannya benturan peran terjadi karena adanya perbedaan kepentingan politik,
teknis, dan publik. Badan Legislasi DPR RI menghadapi konflik peran antara
memenuhi ekspektasi kelompok pro (perlindungan maksimal terhadap korban) dan
kelompok kontra (pemeliharaan nilai budaya dan agama). Dalam hal tersebut,
perlunya peningkatan peran Badan Legislasi DPR RI dalam memperkuat dialog
yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak secara proporsional dan

memastikan bahwa kepentingan korban tidak terabaikan dalam kompromi politik.

Kata kunci: Peran Badan Legislasi DPR RI, Proses Legislasi, Penyusunan
Undang-Undang, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasal Seksual



Ahmad Sahal Alamsyah, 202110050311079. Strengthening the Role of the
Legislature of the Indonesian House of Representatives in the Process of
Drafting Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS).
Supervisor Muhammad Kamil, S.IP., MA.

ABSTRACT

The Legislature has a very important role in the process of drafting laws, one of
which is the TPKS Law. The drafting of the TPKS Law has a long and difficult
process, full of controversies, and took 10 years to be enacted as a law. In reality,
the enactment of the TPKS Law is very important for the government in responding
to the public's demand regarding the many cases of sexual violence occurring in
society. The Legislature, in its function, is an institution that plans and initiates the
formation of laws. Therefore, it is important to examine the strengthening of the
role of the Legislature of the Indonesian House of Representatives in the process of
drafting the Sexual Violence Crime Law. This research uses a qualitative
descriptive method to delve into the role of the Legislative Body of the Indonesian
House of Representatives (DPR RI) in the process of drafting the Sexual Violence
Crime Bill (RUU TPKS). The research findings indicate that role conflicts occur
due to differences in political, technical, and public interests. The Legislature of the
Indonesian House of Representatives (DPR RI) faces a role conflict between
meeting the expectations of the pro group (maximum protection for victims) and the
contra group (preservation of cultural and religious values). In this regard, there
is a need to enhance the role of the Legislature of the Indonesian House of
Representatives (DPR RI) in strengthening inclusive dialogue by involving various
parties proportionally and ensuring that the interests of victims are not neglected

in political compromises.
Keywords: Role of the Legislature of the Indonesian House of Representatives,

Legislative Process, Law Drafting, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence

Crimes
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